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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan mengenai
penetapan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama
Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt, penelitian ini menyimpulkan tiga
poin utama yang saling berkaitan:

1. Fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan dasar
bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berusia 16 tahun 4 bulan, telah
menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya selama kurang lebih
6 (enam) bulan sehingga dinilai “sudah tidak mungkin dipisahkan lagi”, disertai
keterangan bahwa anak tersebut sering tantrum dan melukai diri sendiri dan
hanya calon suami yang dapat menenangkannya. Hakim mendasarkan
penetapannya pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019, serta Pasal 12, 13, dan 16 huruf (i) dan (j) PERMA Nomor 5 Tahun
2019, dan telah memenuhi syarat formil berupa mendengar keterangan kedua
calon mempelai, kedua orang tua Pemohon, serta orang tua calon suami,
ditambah 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Secara
prosedural, seluruh syarat formil tersebut telah terpenuhi.

2. Kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Penetapan ini menunjukkan kepatuhan formil terhadap kewajiban
mendengar dan menasihati para pihak, termasuk memberikan nasihat
eksplisit mengenai lima risiko perkawinan anak (putusnya pendidikan,
terhentinya wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak
ekonomi-sosial-psikologis, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga).
Namun demikian, dari sisi substansi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak
belum sepenuhnya tercermin secara mendalam, karena tidak ditemukan alat
bukti berupa keterangan tenaga kesehatan atau psikolog profesional yang

menilai kesiapan fisik dan kondisi kejiwaan anak, padahal dalil permohonan
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sendiri menyebutkan adanya indikasi anak sering tantrum dan melukai diri
sendiri, suatu kondisi yang semestinya memerlukan pemeriksaan lebih

mendalam sebelum perkawinan disetujui sebagai solusi.

3. Tinjauan berdasarkan kaidah Idza Ta‘aradat Mafsadatani

Ru‘iya A’zamuhuma Dararan Bi-irtikabi Akhaffihima (Akhaff adh-

Dhararayn)

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan
Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt, pengabulan permohonan dispensasi nikah
dapat dianalisis melalui kaidah Akhaff adh-Dhararayn, yaitu apabila seseorang
dihadapkan pada dua kemudaratan yang tidak dapat dihindari secara
bersamaan, maka harus dipilih kemudaratan yang lebih ringan. Dalam perkara
ini, hakim dihadapkan pada dua kemungkinan risiko, yaitu kemudaratan
apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan dan kemudaratan yang mungkin

timbul apabila perkawinan anak tetap dilangsungkan.

Kemudaratan yang ingin dihindari melalui pengabulan dispensasi
berkaitan dengan kekhawatiran terhadap hubungan yang sangat dekat antara
anak Pemohon dan calon suaminya serta kondisi anak yang menjadi bagian
dari pertimbangan hakim. Sementara itu, pengabulan dispensasi juga memiliki
risiko tersendiri, terutama terhadap keberlanjutan pendidikan, kesiapan
psikologis, kesehatan, kondisi sosial, dan kehidupan ekonomi anak setelah
memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan kaidah
Akhaffu adh-Dhararayn mengharuskan adanya perbandingan yang objektif

terhadap kedua bentuk kemudaratan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, pertimbangan hakim dalam mengabulkan
dispensasi telah menunjukkan upaya untuk menghindari kemudaratan yang
dikhawatirkan terjadi apabila perkawinan ditunda. Namun, dalam perspektif
kaidah Akhaff adh-Dhararayn, pertimbangan tersebut seharusnya disertai
dengan penjelasan yang lebih tegas mengenai alasan bahwa pengabulan

dispensasi benar-benar merupakan pilihan dengan tingkat kemudaratan yang
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lebih ringan. Perbandingan tersebut penting dilakukan dengan melihat tingkat
kepastian risiko, beratnya dampak, jangka waktu akibat, serta kemungkinan
adanya alternatif lain yang dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada

anak.

Dengan demikian, penerapan kaidah Idza Ta‘aradat Mafsadatani Ru ‘iya
Azamuhuma Dararan Bi-Irtikabi Akhaffihima (Akhaffa dh-Dhararayn) dalam
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt menunjukkan bahwa pengabulan
dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar merupakan
pilihan yang paling mampu meminimalkan kemudaratan dibandingkan
dengan pilihan lainnya. Kaidah ini tidak semata-mata digunakan untuk
membenarkan salah satu pilihan, melainkan sebagai instrumen untuk menguji
ketepatan pertimbangan hakim dalam menentukan pilihan hukum yang
memiliki risiko paling ringan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam
perkara dispensasi nikah perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan
tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi masa depan

anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama.

Dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah diharapkan
dapat melakukan pertimbangan secara lebih komprehensif terhadap setiap
bentuk kemudaratan yang mungkin timbul. Dalam perspektif kaidah kaidah
Akhaffa adh-Dhararayn, hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan
kemudaratan yang dikhawatirkan terjadi apabila dispensasi nikah ditolak,
tetapi juga harus menganalisis secara mendalam kemudaratan yang mungkin
muncul apabila dispensasi nikah dikabulkan. Oleh karena itu, hakim perlu

membandingkan kedua risiko tersebut secara objektif berdasarkan tingkat
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kepastian, besarnya dampak, serta akibat jangka panjangnya terhadap
kehidupan anak.

Dalam penerapan kaidah Akhaff adh-Dhararayn, Hakim diharapkan
dapat memberikan argumentasi yang lebih jelas dan terukur mengenai alasan
memilih salah satu dari dua kemudaratan yang dihadapi. Pengabulan
dispensasi nikah seharusnya tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran
terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan
norma agama, tetapi juga harus mempertimbangkan secara serius risiko
terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan masa
depan anak. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar dapat
dibuktikan sebagai pilihan yang memiliki tingkat kemudaratan lebih ringan.

2. Bagi orang tua dan keluarga.

Diharapkan tidak menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi utama
terhadap persoalan hubungan anak. Sebelum mengajukan permohonan
dispensasi, orang tua perlu mempertimbangkan secara matang berbagai
dampak yang mungkin terjadi setelah anak memasuki kehidupan perkawinan.
Apabila masih terdapat alternatif lain yang dapat mencegah kemudaratan,
seperti pengawasan keluarga, pendampingan psikologis, konseling, dan
pendidikan, maka alternatif tersebut sebaiknya dipertimbangkan terlebih
dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip Akhaff adh-Dhararayn yang
menekankan pemilihan risiko yang paling ringan ketika tidak terdapat pilihan
yang sepenuhnya bebas dari kemudaratan.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait.

diperlukan peningkatan upaya perlindungan dan pendampingan
terhadap anak yang mengajukan maupun telah memperoleh dispensasi nikah.
Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan edukasi mengenai
kesiapan perkawinan, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan,
kondisi psikologis, serta kesiapan ekonomi. Upaya tersebut penting agar

keputusan dispensasi tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka
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pendek, tetapi juga mampu meminimalkan kemudaratan yang mungkin timbul
dalam kehidupan anak pada masa mendatang.
4. Bagi peneliti selanjutnya.

penelitian mengenai dispensasi nikah dalam perspektif kaidah
Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararayn dapat dikembangkan dengan mengkaji
lebih lanjut perbandingan antara pertimbangan hakim dalam berbagai
putusan atau penetapan dispensasi nikah. Penelitian selanjutnya juga dapat
menggunakan pendekatan empiris dengan melihat dampak setelah dispensasi
diberikan, sehingga dapat diketahui secara lebih nyata apakah pengabulan
dispensasi benar-benar menjadi pilihan yang mampu meminimalkan
kemudaratan atau justru menimbulkan kemudaratan baru yang lebih besar.

Dengan demikian, penerapan kaidah Akhaff adh-Dhararayn dalam
perkara dispensasi nikah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai dasar
untuk memilih salah satu dari dua risiko, tetapi juga sebagai prinsip kehati-
hatian dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan harus didasarkan pada
pertimbangan yang objektif, proporsional, dan berorientasi pada upaya
meminimalkan kemudaratan, terutama terhadap perlindungan dan

kepentingan terbaik bagi masa depan anak.
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